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pada itu agar perhitungan "suara" dapat dilaksanakan dengan mudah
para pemilih dibagi atas dukuh-dukuh, kring-kring, atau petak-petak
(petak terdiri atas dukuh-dukuh).

Sudah barang tentu pemilihan tingkat pertama tersebut hanya
dilakukan jika calon lebih dari tiga orang. Tingkat kedua dimana para
kepala somah melakukan penentuan terakhir. Sebelum hal itu berlangsug,
atau sebelum rapat pemilihan dimulai, tiap kepala somah telah menerima
kartu pemilihan dari panitia pemilihan melalui kepala dukuh. Kartu
pemilihan tersebut terdiri dari dua bagian. Bagian pertama disobek pada
waktu masuk ke ruangan/tempat rapat, sedangkan bagian kedua ditukar
dengan biting (lidi) suara.

Dalam pelaksanaan pemilihan, biting suara itulah yang dipakai
oleh pemilih untuk menyatakan pilihannya, yaitu dengan jalan
memasukkan binting tersebut ke dalam bumbung (tabung yang dibuat
dari bambu). Perlu diterangkan disini, bahwa tadinya bumbung tersebut
tidak berlubang, baru diberi lubang sewaktu akan dipakai, dan sudah
berada di muka umum. Artinya sebelum diisi suara, bumbung tersebut
masih dalam keadaan kosong. Selanjutnya perlu diterangkan pula disini
bahwa dalam ruang pemilihan biasanya terdapat tiga bumbung suara
sesuai dengan banyaknya finalis dalam pemilihan yang (biasanya)
berjumlah tiga. Masing-masing bumbung suara diberi tanda, misalnya
yang pertama merah, yang kedua hijau, yang ketiga kuning. Tanda
tersebut dapat pula berupa tanaman yang banyak terdapat di desa
bersangkutan.

Pada waktu para pemilih secara bergilir memasukkan biting suara
ke dalam lumbung suara, para calon tetap duduk di muka rapat pemilihan
dengan bendera/tanda yang telah ditentukan. Setelah acara memasukkan
biting suara selesai, maka bumbung-bumbung diambil oleh masing-
masing calon dengan bantuan anggota panitia penyelenggara (biasanya
dari seksi keamanan) di bawa ke muka rapat. Bumbung-bumbung yang
diberi biting suara itu dibelah satu demi satu dengan parang, isinya lalu
dihitung dengan disaksikan oleh pejabat, para petamu dan para pemilih.
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Setelah perhitungan suara selesai, dibuat berita acara yang
ditandatangani oleh ketua panitia. Berita acara itu kemudian keserahkan
kepada ketua DPRK-GR agar disahkan dan diusulkan ke instansi supaya
calon yang terpilih segera mendapat pengangkatannya. Yang berhak
mengangkat lurah/kepala desa adalah gubernur kepala daerah, sedang
kepala-kepala bagian cukup diangkat oleh bupati kepala daerah.

Perlu diterangkan di sini bahwa rapat pemilihan pamong seperti
yang diuraikan di atas dilangsungkan di tempat yang sangat luas dan
berada di dalam atau di dekat kantor kelurahan. Dalam rapat tersebut
para pemilih dan anggota panitia mendapat hidangan.

Adapun peranan pemimpin pemerintahan di sana, adalah sesuai
dengan arti kata pemimpin atau pamong tersebut. Kata pamong berarti
pemomong, yaitu orang yang mempunyai tugas momong atau mengasuh.
Jadi kata pamong dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
menjadi pengasuh. Dari arti tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa
para pemimpin pemerintahan di DIY mempunyai peranan sebagai
pengasuh. Itu berarti kalau rakyat tersesat mereka harus menunjukkan
jalan yang benar, kalau rakyat berbuat salah mereka harus membetulkan,
kalau rakyat kehabisan semangat mereka harus memberi semangat, dan
sebagainya.

Kecuali disebut pamong, para pemimpin pemerintahan desa di
Girirejo juga sering disebut bapak rakyat. Ini berarti bahwa rakyat di
pedesaan memandang para pemimpin pemerintah di desa masing-masing
seabagai "orang tua" mereka. Sikap yang paternalistik ini agaknya
terdapat disemua desa diseluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Sikap yang
demikian itu mengandung segi yang positif, yaitu memudahkan adanya
kesatuan gerak untuk mencapai tujuan bersama; tetapi juga mengandung
segi negatif, yaitu menyebabkan mudahnya timbul sikap ikut-ikutan tanpa
kesadaran, misalnya karena lurahnya PKI mereka juga ikut menjadi
anggota PKI. Namun di desa penelitian, paternalisme yang ada pada
umumnya paternalisme yang baik. Dengan dukungan rakyat yang
memiliki paternalisme yang baik itu para pemerintahan di desa dapat
menjalankan roda pemerintahan dengan kebijaksanaan sebagai "orang
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tua" dalam rumah tangga desa. Sebagai orang tua para pemimpin
pemerintahan desa itu selalu mencari jalan agar rakyatnya dapat maju.
Begitu juga dalam hal agama, para pemimpin pemerintahan yang
berstatus sebagai "orang tua" rakyat itu pada umumnya dapat bersikap
bijaksana dan dapat menjaga kerukunan diantara umat beragama.

Dahulu setiap pamong desa memiliki sebutan dan panggilan
sendiri-sendiri, misalnya kepala bagian sosial disebut kamituwa, kepala
bagian kemakmuran disebut ulu-ulu, kepala bagian keamanan disebut
jagabaya, kepala bagian agama disebut kaum, dan kepala bagian umum
disebut carik. Untuk memanggil pamong desa tersebut sesuai dengan
bagian/kedudukan pamong itu dalam pemerintahan desa, misalnya "Pak
Sosial", "Pak Makmur", "Pak Aman" (Keamanan), dan lain-lain. Sesuai
dengan kedudukannya mereka mempunyai kekuasaan untuk memerintah
orang lain sesuai dengan kepentingannya selaku pamong desa. Selain
itu mereka juga selalu mendapat penghormatan khusus dari masyarakat,
hal tersebut terjadi ketika ada acara atau pertemuan tertentu dalam
masyarakat, misalnya acara pertemuan warga desa, kegiatan keagamaan,
kegiatan adat-istiadat, dan lain-lain. Pada kesempatan itu para pamong
desa akan mendapat tempat duduk yang berbeda dengan warga
masyarakat lainnya.

Walau juga demikian, tidak semua pamong desa berhasil
menjalankan tugasnya, mereka juga memiliki kekurangan. Kekurangan
pamong desa ketika itu adalah belum adanya kemampuan untuk bekerja
dengan cara yang benar-benar terencana, dan belum adanya dedikasi
yang penuh kepada pembangunan desanya masing-masing. Tetapi
kekurangan yang demikian itu tidak merupakan kenyataan yang berdiri
sendiri. Kekurangan tersebut diantaranya juga disebabkan oleh
pengarahan yang belum mantap dan disebabkan juga oleh situasi dan
kondisi masyarakat pada waktu itu, dimana ekonomi negara dalam
keadaan morat-marit dan pertentangan politik yang sangat tajam.

4.4 Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979

Sejak dicabutnya undang-undang mengenai desa praja, maka
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belum ada undang-undang lain sebagai penggantinya mengenai tata
pemerintahan desa. Pada waktu itu yang menjadi landasan untuk
mengatur tata pemerintahan desa adalah berdasarkan hukum adat yang
berlaku di daerah masing-masing, yang ditetapkan dengan peraturan
gubernur/kepala daerah. Oleh karena itu maka terdapat bentuk-bentuk
susunan organisasi pemerintahan desa yang beraneka ragam di seluruh
Indonesia.

Dalam rangka itu pemerintah bermaksud mengadakan
penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa secara nasional.
Pada tahun 1974 keluar Undang-undang Nomor 5/1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Desa. Undang-undang tersebut mengatur
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah negara Republik Indonesia,
yang tujuan pokoknya adalah pengaturan dan penyelenggaraan mengenai
azas desentralisasi dan dekonsentrasi. Berdasarkan pasal 88 Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1974, disebutkan bahwa pengaturan tentang
pemerintahan desa akan ditetapkan dengan undang-undang, maka lahirlah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Tujuan pokok dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah:

1.  Untuk menyeragamkan kedudukan pemerintahan desa, dengan
mengindahkan pula keragaman keadaan desa dan ketentuan adat-
istiadat yang masih berlalu.

2. Untuk memperkuat pemerintahan desa agar lebih menggerakkan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan me-
nyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

Menurut pasal 3 undang-undang tersebut, pemerintahan desa
terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa yang dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat desa
tersebut terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Dusun.

Apabila Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa telah betul-betul dilaksanakan maka akan terjadi suatu
unifikasi pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Hal ini akan berakibat
hilangnya spesifikasi masing-masing desa yang ada. Di lain pihak adanya
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unifikasi di dalam sistem pemerintahan desa itu mempermudah
pemerintahan dalam mengatur keberlangsungan jalannya sistem
pemerintahan tersebut.

Namun demikian undang-undang tersebut dalam penjelasannya
tetap mengakui kesatuan masyarakat hukum, adat-istiadat dan kebiasaan-
kebiasaan yang ada. Di samping itu dalam beberapa pasal menyebutkan
bahwa otonomi desa tetap diakui, yang antara lain disebutkan bahwa
desa berhak untuk memilih Kepala Desanya sendiri (pasal 5), desa berhak
menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri (pasal 10), dan
menetapkan anggaran pengeluaran keuangan desa (pasal 21).
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas bahwa otonomi desa tetap
diperhatikan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang
Nomor 5/1979 tersebut, maka sistem kepemimpinan pada tingkat desa
juga seragam. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditentukan oleh
pemerintah juga seragam, dengan mengingat kondisi daerah yang
bersangkutan. Mengingat adanya hal-hal tersebut maka program-pro-
gram yang masuk ke desa harus disesuaikan dengan kebutuhan.
Sedangkan kebutuhan-kebutuhan itu dapat diketahui bila masyarakat desa
dilibatkan untuk ikut berbicara mengenai hal tersebut. Untuk itu
dibentuklah Lembaga Musyawarah Desa yang berfungsi menampung
aspirasi masyarakat, dan di sini Kepala Desa sebagai Ketua Lembaga
tersebut merupakan katalisator bagi terwujudnya kepentingan desa yang
tentu saja diselaraskan dengan kepentingan pemerintah.

Dengan demikian otonomi desa dapat berjalan dengan ketentuan-
ketentuan yang telah dicantumkan dalam undang-undang tersebut.
Sebaliknya kepemimpinan kepala desa dan aparatnya pun akan lebih
nyata, dan orientasi kepala desa tersebut tidak nyata mengarah kepada
atasan saja.
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BAGAN 4.1

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA GIRIREJO, KC. IMOGIRI, KAB. BANTUL
(UU. NO. 5§ TAHUN 1979)

KEPALA DESA |

[CMD] —{SEKDES |
1
E I [ I |
KAUR. KAUR KAUR KAUR o
PEMERIN-| | PEMBA- | |KESEJAH-| | KEUANG-| [o
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| | | 1

) @0 0 9 08 @9 10 0 0

RT] [R7 [RT] [R7] [RT] [RT] [RT] [RT] [RT] [RT] [RT] [RT]
/ \

| MASYARAKAT |

Sumber: Monografi Desa Girirejo, 1995.

Kalau kita perbandingkan struktur pemerintahan desa sebelum
berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 dan sesudah berlakunya undang-
undang tersebut akan ada perbedaan yaitu: Pertama, istilah penyebutan:
kata kalurahan, berubah menjadi kata desa; kepala kalurahan, berubah
menjadi kepala desa; kata pamong desa, berubah menjadi aparat desa;
kata dukuh, berubah menjadi dusun; kepala dukuh, berubah menjadi
kepala dusun. Kedua, dari segi susunan organisasinya. Sebelum UU.
No. 5 Tahun 1979, di bawah kedudukan kepala lurah terdapat kepala-
kepala bagian yaitu kepala bagian umum yang disebut dengan carik;
kepala bagian sosial yang disebut dengan kamituwa, kepala bagian
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kemakmuran yang disebut dengan ulu-ulu; kepala bagian keamanan yang
disebut dengan jagabaya, dan kepala bagian agama yang biasa disebut
dengan kaum. Kemudian di bawah kepala-kepala bagian, terdapat
jawatan pembantu pamong, yang bertugas membantu jawatan tertentu
ataupun semua jawatan yang ada. Namun berdasarkan UU No. 5 Tahun
1979, di bawah kepala desa terdapat sekretaris desa, yang dibantu oleh
kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan
kesejahteraan rakyat, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan umum.
Selanjutnya sebagai pengganti dukuh, terdapat kepala dusun, yang
membawahi rukun wilayah dan rukun tetangga.

Pada saat penelitian dilakukan, khususnya di desa penelitian
pemakaian istilah kalurahan masih sering digunakan masyarakat. Begitu
juga dengan istilah penyebutan "Pak Lurah" menggantikan "Pak Kades".

4.5 Kedudukan Dan Peranan Pemimpin Dalam Masyarakat

Telah disebutkan di muka, bahwa selain kepemimpinan formal
dan pemimpin formal tradisional juga terdapat pemimpin informal.
Ketiga jenis kepemimpinan ini muncul berdasarkan dukungan pemerintah
ataupun masyarakat. Pengangkatannya didasarkan atas berbagai unsur
seperti unsur kekayaan, pendidikan keagamaan ataupun keturunan.
Umumnya jenis kepemimpinan ini muncul karena adanya kepentingan
baru baik dalam bidang sosial, ekonomi, agama, pendidikan, politik dan
sebagainya. Biasanya ketiga jenis pemimpin di atas adalah merupakan
pionir pembaharu, baik di tingkat RT, RW, Dusun maupun Desa.

Di Desa Girirejo peranan kepemimpinan di atas dapat dilihat dalam
bidang sosial, ekonomi, agama dan pendidikan. Khusus dalam bidang
sosial kegiatannya adalah meliputi sektor ekonomi, olahraga, kewanitaan
dan lain-lain. Induk semua organisasi sosial di desa adalah Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Lembaga ini merupakan
pengembangan lebih lanjut LSD (Lembaga Sosial Desa).

Sebagaimana layaknya suatu lembaga, LKMD di desa Girirejo
mempunyai kepengurusan yang terdiri atas; Ketua Umum (dijabat oleh
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kepala desa yang bersangkutan), Ketua I, Ketua II. Sekretaris dan
Bendahara. Seksi-seksi terdiri dari: Seksi Keamanan dan Ketertiban;
Seksi Pendidikan dan Kebudayaan, Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila; Seksi Penerangan; Seksi Perekonomian; Seksi Pembangunan,
Prasarana dan Lingkungan Hidup; Seksi Agama, Seksi Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK); Seksi Kesehatan, Kependudukan dan
Keluarga Berencana; Seksi Pemuda, olahraga dan Kesenian, serta Seksi
Kesejahteraan Sosial.

Walaupun di lain pihak dikatakan bahwa LKMD adalah organisasi
masyarakat, tetapi sebetulnya adalah organiasi yang diturunkan dari atas.
Oleh sebab itu sistem keanggotaannya adalah pasif, itu berarti semua
penduduk desa dengan sendirinya menjadi anggota LKMD. Dalam
kenyataannya LKMD kurang mengemukakan dengan nama LKMD itu
sendiri, tetapi yang lebih memegang peranan adalah organisasi pelaksana
di masing-masing sektor. Selain LKMD organisasi yang terdapat di desa
Girirejo adalah organisasi PKK, Organisasi Pemuda, Organisasi Ronda
(Impleng) dan lain-lain.

Organisasi PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) adalah
merupakan seksi dari LKMD. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 411.2/9319/Bandes tanggal 29 November 1979 disebutkan bahwa
agar setiap usaha maupun kegiatan pembangunan di daerah pedesaan
mengikutsertakan warga masyarakat dengan melalui jalur LSD dan PKK.
Berdasarkan hal tersebut maka tanggal 12 Pebruari 1980 Menteri Dalam
Negeri mengeluarkan instruksi Nomor 10/1980 tentang Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga. Jadi sebetulnya PKK adalah arahan dari atas
tetapi mendapat dukungan yang sangat positif dari bawah/masyarakat.

Bagi masyarakat desa seperti halnya di Desa Girirejo, pembinaan
hubungan antara pengurus dengan anggota (dalam hal ini ibu-ibu rumah
tangga), harus dijalin secara selaras, pendekatan biasanya secara
kekeluargaan (tatap muka). Pendekatan dengan cara ini kelihatannya
akan mempererat komunikasi antara mereka. Pendekatan ini mempunyai
sasaran utama, yaitu pembinaan swadaya masyarakat utuk membangun
desanya. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pemerintah pada tahap
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pembangunan sekarang.

Lurah/kepala desa sebagai pimpinan masyarakat haruslah
didampingi oleh istri yang sekaligus terlibat dalam kegiatan sosial.
Keterlibatan seperti ini mencerminkan bahwa istri lurah harus merupakan
ibu masyarakat. Oleh karena itu istri lurah harus menangani PKK secara
langsung, yaitu sebagai ketua PKK.

D1 dalam struktur organisasi PKK, istri lurah menjadi ketua PKK,
dengan demikian secara organisatoris istri lurah selalu berhubungan
dengan lurah yang merupakan ketua LKMD. Jalur demikian dirasa sangat
efektif dan efisien sehingga dinamika organisasi PKK dapat berjalan
lancar. Adapun susunan PKK yaitu memiliki Pengurus Harian dan Seksi-
seksi. Komposisi pengurus Harian PKK Desa Girirejo adalah istri Kepala
Desa sebagai Ketua Umum, didampingi 3 Ketua (Ketua I, Ketva II, dan
Ketua III). Ketiga ketua tersebut bertanggung jawab atas seksi-seksi
khusus. Ketua Umum sebagai kordinator, Ketua I mengurusi KB dan
Gizi, Ketua II mengurus Pendidikan, sedangkan Ketua III mengurus
Kelompok Tani Wanita (KTW). Kemudian ada 2 Sekretaris dan 2
Bendahara yang menangani bidangnya. Sebagai kelengkapan PKK
mempunyai 4 seksi, yaitu Seksi Kelompok Belajar Usaha (KBU), seksi
Wanita Bina Swadaya (WBS), seksi Keluarga Berencana, dan seksi Usaha
Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK). Di dalam UPGK ini khususnya
untuk pembinaan kesehatan anak-anak di bawah lima tahun ditangani
qleh Taman Gizi. Agar seksi-seksi tersebut dapat berjalan lancar, maka
dibentuklah 3 orang sebagai pembantu umum.

Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga memiliki program
terpadu yang disebut 10 segi pokok PKK. Sepuluh segi pokok PKK itu
alah: (1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, (2) Gotong-royong,
(3) Sandang, (4) Pangan, (5) perumahan dan tatalaksana rumah tangga,
(6) Pendidikan dan Ketrampilan, (7) Kesehatan, (8) Mengembangkan
Kehidupan Koperasi, (9) Kelestarian Lingkungan Hidup, dan (10)
Perumahan sehat. Tujuan itu akan tercapai bila semua anggota
mendukung program tersebut. Anggota PKK adalah semua warga desa
yang diwakili para ibu rumah tangga. Mereka inilah yang sebenarnya
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memahami keadaan sosial desa. Oleh karena itu persoalan-persoalan yang
dihadapi adalah masalah sehari-hari di pedesaan,

Kemudian kepemimpinan dalam organisasi pemuda. Aspirasi dan
potensi pemuda di desa memerlukan wadah yang mampu merealisasikan
aspirasi dan mengatur potensi mereka secara terarah. Mengingat hal
tersebut maka perlu dibentuk organisasi yang disebut organisasi
pemuda, yang dalam pelaksanaan diawasi dan dibina oleh Seksi Pemuda,
Olah Raga dan Kesenian. Susunan pengurus organisasi pemuda ini terdiri
atas Pengurus Harian yang dilengkapi dengan Seksi-Seksi. Pengurus
Harian tersebut terdiri atas Ketua I, Ketua II, Ketua III, Sekretaris I,
Sekretaris II, dan Bendahara.

Pemuda-pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda itu
merupakan tulang punggung ide-ide yang akhirnya dituangkan dalam
forum LKMD. Anggota organisasi pemuda sudah barang tentu setiap
pemuda yang berada di desa Girirejo. Namun hal ini tidak menutup
kemungkinan bagi mereka yang sudah berumah tangga asalkan masih
berjiwa muda. Anggota organisasi pemuda tersebut terbatas pada pemuda
pemudi yang bertempat tinggal di dalam wilayah kalurahan/desa yang
bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai penertiban organisasi,
memudahkan sistem administrasi dan partisipasi aktif pemuda-pemudi
wilayah setempat. Kelihatannya sistem ini dimaksudkan pula untuk
mengkordinasi potensi wilayah.

Selanjutnya kepemimpinan dalam organisasi ronda atau impleng.
Organisasi ini bertugas untuk menjaga keamanan di suatu wilayah. Dalam
bentuknya yang tradisional siskamling ini kita kenal dengan ronda. Di
daerah kalurahan/desa Girirejo, ronda telah dilakukan sejak dahulu dan
dikenal dengan nama Imleng atau Impleng, dan jarang masyarakat
menyebutnya dengan kata ronda.

Berbeda dengan susunan kepengurusan organisasi pemuda, ronda
atau imleng hanya memiliki 5 orang pengurus, tanpa seksi-seksi. Kelima
orang tersebut yaitu: Ketua I, Ketua II, Ketua III, Sekretaris dan
Bendahara. Para pemuda yang telah secara otomatis menjadi anggota
kepemudaan, secara otomatis pula menjadi anggota organisasi ronda ini.
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Di samping itu para pemudi adalah dibebaskan sebagai anggota ronda.
Kalaupun anak-anak putri tersebut dilibatkan dalam kegiatan ronda hanya
terbatas pada pelaksanaan mempersiapkan dan melayani konsumsi yang
dilakukan secara bergilir.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, atribut/simbol
kepemimpinan dalam organisasi sosial di atas tidak begitu jelas. Baik
itu atribut yang berupa gelar ataupun tanda-tanda kekuasaan mereka
sebagai pemimpin. Jadi tidak ada gelar atau nama khusus bagi pemimpin
organisasi-organisasi seperti PKK, organisasi pemuda atau ronda
(impleng). Sebutan fungsional dalam organisasi adalah "ibu lurah";
"ketua" bagi organisasi pemuda dan "kordinator" bagi ronda. Di dalam
suatu forum atau pertemuan-pertemuan formal antara anggota dan staf
pengurus harian tidak terdapat perbedaan yang tajam. Akan tetapi sebutan
ibu lurah bagi ketua PKK masih kelihatan jelas, sebab sebutan tersebut
melekat dalam kedudukannya sebagai istri lurah.

Namun demikian sesuai dengan kedudukannya mereka
mempunyai kekuasaan untuk memerintah orang lain sesuai dengan
kepentingannya selalu memimpin suatu organisasi. Walaupun kekuasaan
itu terbatas hanya di lingkungan organisasi yang dipimpinnya. Atribut/
simbol kepemimpinan tersebut di atas berlaku juga untuk organisasi-
organisasi lainnya seperti organisasi pemuda dan ronda.

Pola Kepemimpinan lainnya adalah dalam bidang ekonomi. Di
Desa Girirejo satu-satunya organisasi ekonomi adalah Koperasi Unit Desa
(KUD). Walaupun sebetulnya banyak kegiatan di bidang ekonomi namun
semuanya adalah milik perseorangan. KUD Girirejo kegiatannya adalah
meliputi beberapa aspek antara memberikan kredit, menyediakan dan
menyalurkan sarana produksi barang-barang keperluan sehari-hari,
memberi jasa-jasa lainnya, memberi pelayanan dibidang pengolahan dan
pemasaran hasil produksi dan kegiatan perekonomian lainnya.

KUD adalah merupakan kelanjutan badan usaha yang telah ada
sebelumnya yaitu Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Agar supaya KUD
sebagai suatu koperasi dapat berjalan dengan lancar maka perlu ditangani
secara serius. Lancar tidaknya badan ini tergantung kepada kelengkapan
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pengurusnya. Pengurus terdiri atas Pengurus KU dan Pengurus Harian
yang masing-masing dibantu oleh 3 orang pembantu dan memiliki 15
karyawan biasa serta 9 karyawan inti. Sedangkan struktur pengurus KUD
adalah sebagai berikut: Ketua I/II, Sekretaris I/II, dan Bendahara I/I1.

Tugas pemimpin KUD ialah bertanggungjawab terhadap
pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab atas hidup matinya KUD
itu sendiri. Dalam mengelola KUD, pemimpin harus benar-benar
mementingkan pelayanan kepada anggota KUD dan masyarakat serta
menghindarkan diri dari kegiatan-kegiatan yang bersifat menyaingi
kegiatan anggota sendiri.

Atribut/simbol kepemimpinan pengurus KUD di desa Imogiri
sama halnya seperti organisasi lainnya. Nama pemimpin cukup disebut
sesuai dengan jabatannya. Misalnya untuk Ketua, biasa dipanggil dengan
"Pak Ketua KUD". Atribut/simbol fisik bagi pemimpin KUD juga tidak
ada. Akan tetapi dalam suatu peristiwa tertentu (keramaian desa, pesta
perkawinan dan sebagainya) pemimpin ini mendapat pengakuan sama
dengan tokoh-tokoh lainnya. Hal ini terbukti bahwa pemimpin tersebut
mendapat tempat duduk sejajar dengan pejabat-pejabat desa serta tokoh-
tokoh nonformal lainnya.

Pola kepemimpinan lainnya adalah dibidang keagamaan. Di desa
Girirejo terdapat perkumpulan-perkumpulan keagamaan, seperti
misalnya remaja mesjid dan lain sebagainya. Perkumpulan keagamaan
ini tidak di bawah LKMD tetapi langsung dibawah kordinasi Kepala
Bagian Agama Desa. Perkumpulan keagamaan ini hampir terdapat
disetiap dusun dan dikelola masyarakat setempat. Strategi pokok
organisasi ini adalah mengarah kepada pembinaan rohani, oleh karena
itu setiap generasi muda dapat menjadi anggota bahkan setiap muda-
nudi yang beragama Islam. Kegiatan organisasi keagamaan ini adalah
berupa pengajian, diskusi ataupun sarasehan. Untuk dapat menjadi
pemimpin ataupun pengurus organisasi keagamaan ini, seseorang dituntut
memiliki pengetahuan yang luas tentang agama Islam, memiliki
pandangan yang jauh ke depan dan memiliki kemampuan untuk
mengorganisir anggota.
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Di desa Girirejo terkenal dengan pemakaman Imogiri. Makam
Imogiri merupakan suatu komplek pemakaman raja-raja Mataram,
Surakarta maupun Yogyakarta hingga sckarang. Bagi orang Jawa
khususnya kedudukan makam ini merupakan makam yang dikeramatkan
atau suci. Kharisma Sultan Agung masih sangat dihargai baik lahir
maupun batin. Dengan demikian, tidak jarang penduduk yang
mengunjungi makam tersebut, baik sebagai wisatawan ataupun untuk
keperluan jiarah atau olah batin.

Sejak dahulu raja dianggap mempunyai kekuatan magis, yang
dapat menumbuhkan rasa takut dan rasa hormat bagi rakyatnya. Maka
dari itu raja mempunyai kekuasaan mutlak untuk memerintah rakyatnya.
Raja diletakkan pada jajaran paling puncak. Oleh karena itu mereka
menghambatkan diri pada rajanya yang dianggap sebagai pelindung
dalam kehidupannya, sehingga mereka menemui ketentraman,
ketenangan, dan kebanggaan batin dalam menjalankan tugasnya. Makam
raja adalah merupakan tempat keramat atau suci yang harus dihormati.
Hal tersebut terlihat dari banyaknya abdi dalem yang dengan rasa bangga
bekerja sebagai abdi dalam untuk mengurusi makam Imogiri. Tidak
terkecuali penduduk desa Girirejo, penduduk desa ini beranggapan bahwa
menjadi abdi dalam itu adalah merupakan pekerjaan mulia. Dengan
demikian mereka juga sangat menghormati para abdi dalam yang bertugas
di pemakaman Imogiri.



BABYV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Seperti yang diuraikan dimuka, kebudayaan masyarakat sangat
dipengaruhi latar belakang sejarah, lingkungan tempat tinggal dan adat
istiadat masyarakat setempat. Dengan demikian, perwujudan kebudayaan
itu mempunyai ciri-ciri khusus sesuai dengan lokasinya. Jadi dapatlah
dikatakan bahwa lingkungan menentukan juga corak kebudayaan
masyarakat. Masalahnya sekarang, bagaimana lingkungan itu membentuk
pola kepemimpinan.

Dalam literatur-literatur disebutkan bahwa pola kebudayaan suatu
masyarakat sangat menentukan pola perilaku masyarakat pendukungnya.
Dengan demikian maka dalam setiap masyarakat ada "patterns of
behavior" atau pola-pola perilaku. Kebudayaan setiap masyarakat itu
merupakan kebudayaan universal yang merupakan atribut kebudayaan
dari setiap masyarakat di dunia. Namun demikian perwujudan
kebudayaan itu mempunyai ciri-ciri khusus sesuai dengan lokasinya.
Jadi dapatlah dikatakan bahwa lingkungan menentukan juga corak
kebudayaan setiap masyarakat.

Seperti diketahui lingkungan juga merupakan salah satu penentu
untuk membentuk kepribadian seorang individu. Dengan demikian suatu
masyarakat dengan latar belakang pertanian sawah dengan pola
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kehidupan menetap, akan menumbuhkan pola kepemimpinan tersendiri.
Pola kepemimpinan ini berlangsung karena adanya suatu keyakinan yang
dimantapkan oleh kesucian tradisi yang diterima dan dijalankan oleh
warganya. Salah satu aspek tradisi adalah pewarisan kekuasaan yang
berdasarkan "keturunan" dalam arti adanya ikatan hubungan darah.

Menurut tradisi, hanya seorang yang memiliki hubungan darah
atau keturunan langsung dari pemimpin terdahulu yang berhak menerima
kekuasaan sebagai pemimpin golongannya. Tradisi kepemimpinan
tradisional yang berlandaskan hubungan "keturunan” dengan cikal bakal
ini terkait erat dengan sistem kekerabatan yang dimantapkan dalam
kehidupan mereka. Data dilapangan menunjukkan pola kepemimpinan
di daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh berdasarkan keturunan, yaitu
adanya suatu pewarisan kekuasaan yang dimantapkan dengan kesucian
tradisi yang diterima oleh warganya. Pusat kekuasaan itu berada pada
keraton, yang merupakan tempat tinggal para raja dengan gelar sultan.
Sejak dahulu raja diangagap mempunyai kekuatan magis yang dapat
menumbuhkan rasa takut dan hormat bagi rakyatnya. Raja mempunyai
kekuasaan mutlak untuk memerintah rakyatnya. Raja diletakkan pada
jajaran paling puncak. Demikian juga lingkungan keluarga raja
merupakan orang yang berhak untuk dihormati. Oleh karena itu mengabdi
kepada raja dianggap suatu pekerjaan yang paling terhormat. Terbukti
dari banyaknya abdi dalam yang mewariskan keanggotaannya kepada
anak keturunannya.

Dalam perkembangannya, pola pemerintahan tradisional di Daerah
Istimewa Yogyakarta, selain ditentukan adat istiadat masyarakat juga
dipengaruhi oleh kaum penjajah dan negara. Secara garis besar pada
masa penjajahan Belanda, seluruh pemerintahan desa di Indonesia sejak
tahun 1901 - 1979 diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat
oleh pemerintah Belanda. Undang-undang untuk Jawa dan Madura adalah
IGO (Inlandsche Gemeente Ordonatie), sedangkan yang berlaku untuk
luar Jawa dan Madura adalah IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonatie
Buitengewestan). Khusus untuk daerah Swapraja Yogyakarata peraturan
perundang-undangan yang mengatur pemerintahan desa adalah
Rijksblaad Pemerintah Kesultanan Yogyakarta Nomor 22 dan Nomor
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23 Tahun 1918. Rijksblaad ini mengalami penundaan dengan Peraturan
Daerah Nomor 32 Tahun 1956.

Kemudian pada masa penjajahan Jepang, pola pemerintahan desa
pada dasarnya sama dengan zaman penjajahan Belanda. Dengan
pengetahuan yang luas tentang birokrasi pemerintahan, tekad yang kuat
untuk melepaskan diri dari penjajah, dan dukungan dari pemimpin
nasional, Sultan berusaha mengadakan perubahan birokrasi pemerintahan
yang bebas dari pengaruh Belanda dan luput dari dikte Jepang. Tindakan
ini menuntut kemampuan yang tinggi untuk mengadakan penyesuaian-
penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan adalah: Pertama, penyesuaian
antara birokrasi pemerintahan modern dan pemerintahan tradisional yang
sudah berakar dalam masyarakat Jawa. Kedua, penyesuaian dengan
kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh Jepang.

Selanjutnya pada masa kemerdekaan. Pada masa ini sistem
pemerintahan desa mengalami dua tahap perubahan. Tahap Pertama,
sebelum berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Pada masa ini
di Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku Maklumat No. 7 tahun 1945,
dan Maklumat No. 16 Tahun 1946, yang menyebutkan bahwa susunan
pemerintahan desa terdiri atas:

1. Lurah, sebagai Kepala Pamong Desa.

2. Kepala-kepala bagian:

a. Kepala Bagian Sosial (Kamituwa).
Kepala Bagian Kemakmuran (Ulu-ulu).
Kepala Bagian Keamanan (Jagabaya).
Kepala Bagian Agama (Kaum).

Kepala Bagian Umum (Carik).

a0 o

3. Kepala-kepala Dukuh.
4. Pembantu-pembantu Pamong.
Tahap kedua, yaitu setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1979

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa. Tujuan pokok dikeluarkannya
undang-undang tersebut adalah:
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1. Menyeragamkan kedudukan pemerintah desa, dengan mengindah-
kan pula keragaman keadaan desa dan ketentuan adat-istiadat yang
masih berlaku.

2.  Memperkuat pemerintahan desa, agar makin mampu menggerakan
masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan
penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

Menurut pasal 3 undang-undang tersebut, pemerintahan desa
terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa yang
melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa
tersebut terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Dusun.

Telah disebutkan di muka bahwa di desa Girirejo, terdapat 3
jenis kepemimpinan, yaitu kepemimpinan formal, kepemimpinan formal
tradisional dan kepemimpinan informal. Kepentingan dari bentuk
kepemimpinan ini jelas tidak sama. Biasanya pemimpin formal akan
lebih mengutamakan kepentingan atasannya, sedangkan pemimpin in-
formal biasanya lebih mengutamakan kepentingan masyarakatnya
sendiri. Namun tidak selalu demikian, di Daerah Istimewa Yogyakarata
pemimpin formal (pemerintahan) juga berusaha mengutamakan
kepentingan masyarakat, dengan demikian pemimpin pemerintahan ini
sering disebut dengan pamong. Pamong berasal dari kata pemomong,
yaitu orang yang mempunyai tugas momong atau mengasuh. Jadi kata
pamong dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi
pengasuh. Hal itu berarti para pamong desa, harus selalu menunjukkan
jalan, membentulkan kesalahan, membina dan lain sebagainya demi
kepentingan desa ataupun masyaraatnya.
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